EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK SECARA ELEKTRONIK (e-KTP) KANTOR KECAMATAN KOLONO 
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Muh Imsar
H. Muh Amir
H. Justawan
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administasi 
Universitas Halu Oleo Kendari

(muhammadimsar@gmail.com)

ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik Pada Kantor Kecamatan Kolono. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik Pada Kantor Kecamatan Kolono yaitu Ketetapan Kualitas, Ketetapan Kuantitas, Ketetapan Waktu, Kesederhanaan,  Kejelasan dan Kepastian, Keterbukaan (transparansi) dan Keadilan. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pernah melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk e-KTP. Selain itu juga ditetapkan 1 orang informan guna menjaring data sebagai pembanding data yang diperoleh yaitu Kepala Camat Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menujukan bahwa Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan, berdasarkan Ketetapan Kualitas, Ketetatapan Kuantitas, Ketepatan Waktu, Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keterbukaan, Keadilan secara umum belum berjalan efektif.
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PENDAHULUAN

Di indonesia, yang di huni oleh ratusan juta penduduk,  menuntut banyak kepentingan yang harus segera tercapai. Saat ini pemerintah di negara berkembang dituntut untuk lebih responsive, responsible dan akuntabel dalam penyediaan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan dan memfasilitasi pembangunan sosial ekonomi (Andrews and Shah, 2005). Namun, birokrasi publik kekurangan kapasitas untuk memfasilitasi proses-proses tersebut secara efisien dan efektif (Farazmand, 2007). Di era otonomi daerah pelayanan publik amat penting karena mempertemukan langsung antara aparatur pemerintah dengan masyarakat, pelayanan menjadi titik strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kualitas pelayanan publik juga menjadi indikator utama untuk menilai bilamana kepemerintahan sudah semakin baik. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. Selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat, pelayanan yang lebih mengutamakan kepuasan masyarakat dan mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih professional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Pelayanan publik seharusnya mengambil contoh pelayanan yang didedikasikan oleh Organisasi Swasta, Bank BNI contohnya. Pengamatan penulis mengenai pelayanan yang diberikan oleh organisasi tersebut adalah efektif, ditunjang dengan sistem komputerisasi yang  memadai memberikan kepuasan tersendiri bagi para pelanggan (customer).
Pelayanan efektif seyogyanya mengacu pada teori-teori dari penelitian dan pendapat ahli mengenai pelayanan publik dan praktek perealisasian pelayanan efektif harus sesuai dengan teori yang ada. Namun dalam pelaksanannya terjadi ketidaksesuaian, masih terdapat beberapa keganjalan dalam tiap-tiap pelayanan yang diberikan, contohnya dalam aspek pelayanan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) kepada masyarakat. Seperti yang terlihat bahwa adanya berbagai faktor yang menghambat kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakatnya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah belum efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Effectiveness is the key of good services in organization, if it is getting better, it is going to be much better maksudnya, Efetivitas kerja merupakan kunci dari pelayanan yang baik, semakin baik efektivitas kerja yang ditunjukan maka semakin baik pula pelayanan yang akan diberikan. Efektivitas merupakan parometer pengukur keberhasilan suatu organisasi. Dimana terdapat begitu banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk menjadi efektif. Kriteria efektivitas meliputi kriteria efektivitas jangka pendek, yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan; criteria efektivitas jangka menengah, yang terdiri dari persaingan dan pengembangan; kriteria efektivitas jangka panjang; dan kelangsungan hidup (Gibson 2000:32-34). Lebih jauh efektivitas kerja menurut Steers (2001:46) efektivitas kerja adalah pengukuran dalam arti bahwa sejauh mana organisasi melaksanakan tugas atau mencapai tugas semua sasarannya dilihat dari jumlah kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan hasil yang telah ditentkan.

B. Pelayanan

Good services are something that make people feeling satisfied. It’s kind of submission from civil servant for all people in every single district. Sejalan dengan hal ini, Thoha (1991: 176-177) mengemukakan bahwa istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Bagi para seorang administrator diharapkan akan tercermin sifar-sifat memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil.  Menurut Dwiyanto (2002 : 48) ada beberapa indikator yang dapat digunakan mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu produktivitas, kinerja layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Public service is an unseen thing in dedicating something through person  according to customer’s request, (Endang dalam Jurnal Ilmu Administrasi No. 1 Volume 1 2004) mengemukakan pelayanan adalah aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Informan penelitian diambil secara sengaja (purposive sample) dengan pertimbangan bahwa seluruh data yang diperoleh adalah murni hasil dari wawancara penulis dengan masyarakat Kolono Kabupaten Konawe Selatan sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini, terkait dengan efektivitas kerja pegawai dalam pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (e-KTP). Selain itu, adapula informan kunci yaitu Kepala Camat Kolono sebagai informan kunci (Key Informan). Data Primer merupakan data langsung yang diperoleh dari responden penelitian, Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian. Data tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengkaji berbagai informasi dan data melalui tulisan-tulisan ilmiah, seperti buku-buku, brosur, majalah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji atau diteliti. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu metode pengumpulan data secara langsung pada obyek yang diteliti.

PEMBAHASAN
A. Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP
a)  Efektivitas

Adapun Efektivitas kerja pegawai yang dimaksud diukur dalam 3 (tiga) indikator, sebagai berikut: Ketetapan Kualitas, Ketetapan Kuantitas, dan Ketetapan Waktu. Berikut ini diuraikan sesuai dengan keadaan Kantor Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

1. Ketetapan Kualitas

Ketetapan kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hasil kinerja yang dilakukan oleh pegawai dalam memberikan informasi/jasa kepada masyarakat serta kelengkapan sarana dan prasarana kantor guna memenuhi kebutuhan masyarakat.  Hasil pengamatan penulis menunjukan Kantor Camat Kolono memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai dan pegawai yang berkompeten. Hal ini menjadi pengukur bahwa kualitas layanan yang diberikan pegawai Kantor Camat Kolono mencapai standar kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa fasilitas fisik Kantor Camat Kolono sudah baik, pegawai Kantor Camat Kolono juga selalu memberikan pelayanan yang terampil pada masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas kerja pegawai Kantor Camat Kolono berdasarkan ketetapan kualitas sudah efektif.

2. Ketetapan Kuantitas

Ketetapan kuantitas  yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menyangkut  mengenai jumlah sesuatu. Jika sebuah instansi mampu menghasilkan produksi yang banyak maka itu disebut kuantitas.  Pada dasarnya instansi pemerintah tidak memproduksi barang tetapi menghasilkan jasa yang diperuntukkan pada masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kantor Camat Kolono memberikan banyak jenis pelayanan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas kerja pegawai Kantor Camat Kolono berdasarkan ketetapan kuantitas telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan efektif.

3. Ketetapan Waktu

Ketetapan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai tingkat kedisiplinan pegawai. Dalam artian bahwa kedisiplinan pegawai senantiasa cepat dan tepat waktu. Pelayanan publik yang dilaksanakan secara cepat dan tepat akan memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat sebagai subjek yang dilayani. Dalam memberikan pelayanan e-KTP di Kantor Kecamatan Kolono menerapkan batas waktu minimal dan batas waktu maksimal penyelesaian perekaman e-KTP, hal ini dilakukan dalam rangka mencapai misi organisasi. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kantor kecamatan kolono,  batasan waktu minimal pelayanan e-KTP dalam satu hari adalah sesuai jam kerja (Senin sampai dengan Jumat) Pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 15-00 Wita. Penyelesaian pelayanan e-KTP di kantor kecamatan Kolono pada umumnya belum terbilang efektif dengan kata lain belum tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pegawai masih kurang disiplin dalam pemberian pelayanan sehingga ditarik kesimpulan bahwa efektivitas kerja pegawai Kantor Camat Kolono berdasarkan ketetapan waktu belum berjalan baik atau belum efektif.

b) Pelayanan

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan dalam menyediakan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Setiap organisasi berperan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, semakin baik pelayanan yang diberikan maka akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Inti dari organisasi adalah pelayanan, dan kepuasan orang merupakan salah satu indikator organisasi agar dikatakan efektif.  Adapun pelayanan yang dimaksud dijabarkan dalam 4 (empat) indikator, sebagai berikut: Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keterbukaan dan Keadilan. Berikut ini diuraikan sesuai dengan kondisi  Kantor Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
1. Kesederhanaan 

Kesederhaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian pelayanan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesederhaan dari pelayanan itu sendiri, berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa proses pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Kolono adalah sesuai dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan dan mengutamakan unsur kesederhanaan yaitu  mudah, cepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan di Kantor Camat Kolono berdasarkan kesederhanaan telah berjalan dengan efektif.

2. Kejelasan dan Kepastian

Kejelasan dan Kepastian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai persyaratan pelayanan, dan kurun waktu penyelesaian pelayanan. Dari hasil pengamatan penulis menunjukan, kejelasan informasi mengenai persyaratan administrasi, telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui selembaran  akan tetapi kepastian penyelesaian e-KTP dalam hal ini kurun waktu yang dibutuhkan terbilang cukup lama. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Kolono berdasarkan kejelasan dan kepastian belum efektif dan  tidak sesuai dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam lingkup kantor.

3. Keterbukaan (Transparansi)

Keterbukaan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu segala sesuatu bentuk pelayanan baik dalam bentuk informasi (biaya pengurusan e-KTP dan tata cara pembayaran) maupun pelayanan harus transparan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi pelayanan (transparansi) di Kantor Kecamatan Kolono belum berjalan dengan baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan kantor camat kolono berdasarkan keterbukaan (transparansi) belum efektif. 



4. Keadilan

Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan yang merata pada masyarakat tanpa unsur diskriminatif pada sebagian golongan. Pada dasarnya keadilan berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Suatu pelayanan dapat dikatakan adil apabila sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dalam instansi. Dari hasil pengamatan penulis menunjukan bahwa pegawai belum maksimal dalam mengaplikasikan unsur keadilan di area Kantor Camat. Berdasarkan hasil penelitian pegawai belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu melayani masyarakat tanpa unsur diskriminatif pada setiap golongan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik di Kantor Camat Kolono berdasarkan keadilan belum berjalan efektif.

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu: Efektivitas kerja pegawai yang meliputi faktor ketetapan kualitas, ketetapan kuantitas, dan ketetapan waktu  yang ditunjukan secara umum belum efektif, mengingat kualitas pelayanan yang diberikan pegawai yang secara kuantitas berjumlah banyak telah berjalan dengan baik namun disiplin pegawai yang masih kurang.  Pelayanan publik Kantor Kecamatan Kolono dalam hal ini pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) berdasarkan kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keterbukaan dan transparansi dapat dikatakan belum efektif, dan tentunya perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai pelayanan yang benar-benar maksimal.

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Upaya meningkatkan efektivitas kerja pegawai, maka pimpinan instansi harus terus bersinergi dalam mendorong pegawai untuk melakukan perubahan, khususnya mengingatkan para bawahan dalam memperhatikan disiplin kerja (How to pay attention timeliness). Tidak hanya dari pemimpin, para bawahanpun harus lebih bersinergi lagi dalam meningkatkan kinerja, lebih transparan dan tidak diskriminatif. Perlu pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pegawai yang kurang disiplin dan lalai dalam melaksanakan tugas.
2. Untuk mewujudkan pelayanan yang efektif pegawai perlu memperhatikan unsur kepastian kurun waktu penyelesaian pelayanan, transparansi dan keadilan kepada masyarakat harus ditingkatkan lagi.
3. Untuk mewujudkan pelayanan yang efektif juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pegawai, tetapi juga menjadi kewajiban bagi masyarakat. diperlukan umpan balik (feedback) antara pegawai Kantor Camat Kolono dan masyarakat sehingga dalam proses pelayanan  terjadi korelasi yang baik antara pegawai dan masyarakat setempat.
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